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BAB II.  

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs
2.1.  KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs
2.1.1. 
Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur fluktuatif walaupun tidak secara signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Kalimantan Timur, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 7,66% pada tahun 2010 menjadi 6,08% pada tahun 2017 (BPS, angka Januari 2018). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 243.000 penduduk pada tahun 2010 menjadi 218.670  penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 3.475 jiwa/tahun. 

Penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,02%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 0,12%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,02% terjadi pada tahun 2016. Laju penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada periode 2014-2015.
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Gambar 2.1. Laju Penurunan Angka Kemiskinan 2010-2017

Sumber : BPS Kaltim, diolah Bappeda
Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Selama dua tahun terakhir angka kemiskinan provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cenderung tinggi dibandingkan dera rata-rata inflasi secara umum. Perkembangan inflasi di Kalimantan Timur terhadap laju pertumbuhan penurunan garis kemiskinan tahun 2016-2017, sebagai berikut: 
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Gambar 2.2. Perkembangan Inflasi terhadap Pertumbuhan Garis Kemiskinan Kaltim 

Tahun 2016-2017.

Sumber Data : BPS Kaltim diolah Bappeda Kaltim

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Upaya tersebut sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok 40% terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Sampai dengan  tahun 2018, jumlah peserta JKN di Kalimantan Timur sekitar 2,9 juta jiwa dari 3,5 juta jiwa dan masih tersisa ±17% atau sebesar 600.000 jiwa masyarakat yang harus menjadi peserta JKN-KIS agar dapat memenuhi target Universal Health Coverage (UHC).
Sedangkan sampai bulan Desember 2017 jumlah JKN nasional sebesar 187,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,4 juta jiwa (49,14%) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Sementara, peserta PBI JKN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 20,3 juta jiwa (10,8%). Secara kumulatif, peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran (APBN dan APBD) mencapai 112,7 juta jiwa peserta atau hampir 60% dari total peserta. Sementara Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN hanya mencapai 44,9 juta atau 23,8%. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri, hanya sekitar 16% dari seluruh peserta aktif. Sementara itu masih terdapat 30% penduduk di Indonesia yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN. 

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017 sekitar 26,2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sekitar 15,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan relatif rendah yaitu sekitar 21,68% dari seluruh pekerja aktif di Indonesia. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri. 

Sedangkan peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada Juli 2017 tercatat 9.378 perusahaan yang terdaftar sebagai peserta dengan jumlah tenaga kerja mencapai 409.744 orang, sementara peserta informal sekitar 38.755 orang.
Masalah yang masih dihadapi Kalimantan Timur terkait dengan aksesibilitas pendidikan adalah disparitas antar wilayah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.
2.1.2. 
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.1.2.1.
Menghilangkan Kelaparan

Dari aspek penanganan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator terkait langsung dengan tujuan SDGs tersebut yaitu status gizi yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Dalam laporan ini hanya mengemukakan status gizi balita yang dapat diukur berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

2.1.2.2.
Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Oleh karena keseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi gizi yang seimbang. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2016 disetiap Kab/Kota mengalami fluktuasi, dimana kabupaten Kutai Kartanegara menduduki tertinggi kasus gizi buruk sebesar 88 kasus,  seperti pada gambar berikut :
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Gambar 2.3.  Perkembangan Kasus Gizi Buruk 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kaltim

Oleh karena itu program dan kegiatan bidang pangan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Faktor makanan dan penyakit infeksi, sebagai penyebab langsungmasalah gizi, keduanya saling berkaitan. Anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat gizi buruk. Oleh karena itu, mencegah terjadinya infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi buruk. BBLR akibat kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil, dapat meningkatkan angka kematian bayi dan anak balita. Anemia kurang zat besi pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko kematian waktu melahirkan dan melahirkan bayi yang juga menderita anemia. Kurang vitamin A (KVA) pada bayi dan anak balita dapat menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan resiko kebutaan, dan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian akibat infeksi (Tarwotjo, et al 1989).

2.1.2.3.
Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

Untuk mencapai ketahanan pangan maka terdapat empat dimensi yang harus di perhatikan antara lain:

Dimensi pertama yaitu ketersediaan pangan secara fisik dari sisi penyediaan dengan meningkatkan jumlah produksi, tingkat ketersediaan stok dan perdagangan bersih (net trade).

Dimensi kedua akses pangan secara fisik dan ekonomi diperlukan kebijakan yang fokus peningkatan pendapatan, pengurangan belanja keluarga miskin, ketersediaan fasilitas pasar yang memadai dan harga yang terjangkau.

Dimensi ketiga dengan memperhatikan penggunaan pangan artinya pangan yang dikonsumsi harus memberikan energi yang mencukupi (kkal/kapita/hari) dan protein (gram/kapita/hari) yang lengkap serta adanya variasi konsumsi pangan.

Dimensi keempat perlunya stabilitas yang mempengaruhi ketiga dimensi tersebut di atas. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan rasio antara produksi pangan dan konsusmi pangan baik beras, jagung, sayur, buah-buahan, ruminansia, unggas dan ikan. 
Upaya peningkatan produksi pangan harus didukung oleh adanya kebijakan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas secara maksimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi & biosfer dan keberlanjutan masyarakat. Keberlanjutan ekologi & biosfer meliputi keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan sementara keberlanjutan masyarakat meliputi keberlanjutan cultural, keberlanjutan social, dan keberlanjutan politis serta keberlanjutan institusi. Oleh karena itu program dan kegiatan pembangunan bidang penanganan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan harus tepat tujuan, sasaran dan strategi.

Perkembangan jumlah dan jenis bahan pangan yang dikonsumsi mencerminkan tingkat kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, yang dipengaruhi berbagai faktor seperti pendapatan rumah tangga, ketersediaan bahan pangan yang terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau, serta pemahaman dan tingkat kesadaran gizi masyarakat.  Secara umum, potensi pangan Kalimantan Timur masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya kecuali komoditi ubi kayu.

Khusus untuk kebutuhan konsumsi beras, terlihat dari produksi padi Kalimantan Timur tahun 2015 yang mencapai 408.782 ton masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk Kalimantan Timur yang berjumlah 3.426.838 jiwa.  Bila dilakukan konversi gabah kering giling ke beras, maka pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur hanya menghasilkan beras sebesar 0,6285 x 408.782 ton = 256.919 ton beras. Sementara kebutuhan beras penduduk sebesar (114 kg/kapita x 3.426.838 jiwa)/1000 = 390.660 ton beras. Dengan demikian pada tahun 2015 Kalimantan Timur masih kekurangan beras sebesar 133.740 ton beras. Bila kekurangan beras tersebut dikonversi ke Gabah Kering Giling, maka kekurangannya sebesar 212.792 ton.

Penyebab belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi beras di Kalimantan Timur adalah produksi padi yang belum bisa maksimal dikarenakan lokasi lahan terpencar-pencar dengan luasan kecil-kecil, sarana dan prasarana (benih, pupuk, pestisida, alsintan) serta infrastruktur sangat terbatas, belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian, meningkatnya kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim, lemahnya permodalan dan kelembagaan petani, terjadinya perubahan SDM petugas dan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota, adanya serangan organisme pengganggu tanaman, dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat.

Tabel 2.1   Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Di Kalimantan Timur 

Tahun 2011 - 2016 (Ton)
	TAHUN
	TARGET
	BERAS
	JAGUNG
	KEDELAI
	KC. TANAH
	KC. HIJAU
	UBI KAYU
	UBI JALAR

	2011
	Produksi
	267,430
	5,332
	1,493
	1,402
	552
	56,558
	13,691

	
	Konsumsi
	356,064
	14,930
	21,551
	12,244
	4,248
	38,792
	15,898

	
	Surplus
	- 88,634
	- 9,598
	- 20,058
	- 10,841
	- 3,696
	17,766
	- 2,207

	2012
	Produksi
	266,905
	6,093
	952
	1,399
	407
	47,036
	11,477

	
	Konsumsi
	364,765
	15,295
	22,078
	12,543
	4,352
	39,740
	16,286

	
	Surplus
	- 97,860
	- 9,201
	- 21,126
	- 11,143
	- 3,945
	7,296
	- 4,809

	2013
	Produksi
	276,187
	4,182
	1,269
	1,322
	339
	47,194
	11,434

	
	Konsumsi
	373,446
	15,659
	22,603
	12,841
	4,455
	40,686
	16,674

	
	Surplus
	- 97,259
	- 11,476
	- 21,335
	- 11,519
	- 4,116
	6,508
	- 5,240

	2014
	Produksi
	268,098
	6,508
	1,020
	1,385
	333
	51,800
	11,443

	
	Konsumsi
	382,060
	16,020
	23,125
	13,138
	4,558
	41,624
	17,059

	
	Surplus
	- 113,962
	- 9,512
	- 22,104
	- 11,753
	- 4,225
	10,176
	- 5,615

	2015
	Produksi
	256,919
	7,206
	1,375
	1,027
	160
	45,871
	9,621

	
	Konsumsi
	390,660
	16,380
	23,645
	13,433
	4,660
	42,561
	17,443

	
	Surplus
	- 133,740
	- 9,174
	- 22,270
	- 12,407
	- 4,501
	3,310
	- 7,822

	2016
	Produksi
	239.184
	7.382
	1.423
	887
	193
	57.243
	7.033

	
	Konsumsi
	385.208
	16.295
	23.521
	13.363
	4.636
	42.339
	17.3521

	
	Surplus
	- 146.024
	- 8.912
	- 22.099
	- 12.486
	- 4.443
	14.904
	- 10.319


Sumber : Dinas Pangan TPH Prov. Kaltim, diolah BKPP Prov. Kaltim 2016
2.1.3. 
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Terkait dengan kesehatan, maka pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan kesehatan dan kebijakan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di provnsi Kalimantan Timur mengalami perbaikan, walaupun beberapa diantaranya masih harus mendapatkan prioritas terutama terkait dengan rasio pertumbuhan yang semakin meningkat. 
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Rasio pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur menunjukkan kearah perbaikan dari tahun 2013-2017, Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang terus mengalami peningkatan termasuk tenaga medis dan tenaga dokter. Berikut disajikan pada Gambar 2.4 tentang fasilitas pelayanan kesehatan dari aspek rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas pembantu dan puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017.

Gambar 2.4.  
Perkembangan Fasilitas Kesehatan Provinsi KalimantanTimur Tahun 2013-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018
Sementara perkembangan posyandu sejak tahun 2013 - 2017 sangat berfluktuasi seperti terlihap pada gambar2.5 berikut ini :
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Gambar 2.5 Perkembangan Posyandu Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2013-2017
Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018
Beberapa pelayanan kesehatan dasar yang sudah diselenggarakan adalah penyediaan sarana dan prasarana posyandu, dokter, tenaga medis. Analisis terhadap perkembangan capaian suatu indikator adalah penting untuk melihat pola pencapaian target pembangunan menurut indikator tersebut. Perkembangan itu dapat diketahui dengan mengamati perubahan antar-waktu dari capaian indikator bidang kesehatan. Capaian indikator bidang kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan. Upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sehingga resiko kesehatan dapat dikurangi seperti angka kematian ibu melahirkan. Penurunan kematian ibu yang dihubungkan dengan peningkatan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan penjaminan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai upaya yang meliputi pendidikan pre-service, in-service training, penerapan kewenangan tenaga kerja yang sesuai, sertifikasi tenaga dan fasilitas kesehatan, pemberian izin praktek tenaga kesehatan dan upaya audit pelayanan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Berikut disajikan perkembangan rasio tenaga medis di provinsi Kalimantan Timur 2013-2017. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan beban kerja tenaga medis dalam pelayanan kesehatan semakin bertambah dari tahun 2013-2017. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio yang semakin meningkat.
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Gambar 2.6  Perkembangan Jumlah Dokter Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017
Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018
2.1.4. 
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dengan rata-rata lama sekolah 9,36 tahun pada tahun 2017. Kemajuan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur sekolah (sarana dan prasarana) dan bantuan soft skill lainnya serta program Wajib Belajar 9 tahun dan 12 tahun yang diakui cukup sukses.

Menurut UU 23 tahun 2014, kewenangan provinsi dalam menangani bidang pendidikan yaitu hanya pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK dan MA) serta pendidikan khusus dan layanan khusus. Dengan kewenangan ini diharapkan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan lebih baik.

Berikut disajikan rasio murid/siswa terhadap ketersedian ruang kelas dari tahun 2013-2017 :
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Gambar 2.7. Rasio Murid/Siswa Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018
Jumlah siswa dan guru yang terdata di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan trend peningkatan jumlah, namun peningkatan jumlah guru belum seimbang dengan trend peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio jumlah guru terhadap murid/siswa yang semakin bertambah dan terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan rasio murid terhadap ruang kelas dan guru dalam rangka menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

2.1.5.

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kesetaraan gender ditekankan dalam Rencana Pembangunan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan. Walaupun banyak kemajuan yang dicapai, namun kesenjangan gender masih ada. Secara keseluruhan, tingkat kesetaraan gender di Provinsi Kalimantan Timur sudah berkategori baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio APM perempuan terhadap laki-laki disemua tingkatan pada tahun 2017 sudah diatas 80. Hali ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat kesetaraan gender pada lembaga pendidikan semakin baik. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran kaum perempuan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia terkait pendidikan semakin tinggi semakin baik
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Gambar 2.8 Rasio Murid/Siswa Perempuan Terhadap Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2016-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

Namun demikian upaya peningkatan rasio kesetaraan gender pada pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama harus terus dilakukan dengan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun terutama diwilayah kabupaten kota yang kondisi rasio kesetaraan gendernya yang masih rendah dengan melihat kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sosialisasi peda masyarakat untuk menyekolahkan putrinya pada jenjang pendidikan tersebut.

Sementara itu kesetaraan gender pada pegawai menunjukkan bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin di Kalimantan Timur, dimana jumlah pegawai laki-lakinya yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 6.525 orang, sementara jumlah pegawai perempuan hanya sebesar 2.659 orang dan sisanya sebanyak 3.956 adalah pegawai laki-laki. Oleh karena tingkat kesetaraan gender bidang pemerintahan menunjukkan bahwa peran kaum perempuan masih lebih sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki di Kalimantan Timur. Namun demikian perlu perbaikan dari aspek managerial kepegawaian agar kinerja pemerintah dapat ditingkatkan.

2.1.6. 
Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada tahun 2017; 40% masyarakat sudah mempunyai akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas, telah melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas prasarana Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dalam rangka Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, telah dilakukan penguatan kelompok kerja Monev Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi Kalimantan Timur di 10 kabupaten/kota, koordinasi dengan kabupaten/kota untuk pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik, dan koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih.

 Air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2014-2016 jumlah Perusahaan Air Minum terdapat sebanyak 9 perusahaan dengan kapasitas potensial air minum setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 mencapai 6.339 liter per detik kemudian naik kapasitas potensial air minum menjadi 7.185 liter pwr detik. Produksi air bersih yang di salurkan pada tahun 2016 sebesar 152,47 juta m³, sejumlah 134,23 juta m³ (88,04 persen) di distribusikan ke kelompok Non Niaga yaitu rumah tangga dan instansi pemerintah, sejumlah 7,61 juta m³ (4,99 persen) ke kelompok Niaga, 2,27 juta m³ (1,74 persen) ke kelompok sosial, 7,69 juta m³ (0,05 persen) ke kelompok industri dan 0,98 juta m³ (0,64 persen) kekelompok khusus (BPS, 2018). Perkembangan jumlah perusahaan dan kapasitas produksi perusahaan air bersih; produksi perusahaan air bersih menurut sumber air; dan jumlah pelanggan, volume dan nilai air bersih yang disalurkan menurut jenis pelanggan di Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Kapasitas Produksi Perusahaan Air Bersih Di Provinsi Kaloimantan Timur Tahun 2014-2016

	No.
	Uraian
	Satuan
	Tahun 

	
	
	
	2014
	2015
	2016

	1.
	Jumlah Perusahaan
	Unit
	9
	9
	9

	2.
	Kapasitas Produksi
	
	
	
	

	a.
	Kapasitas Potensial
	Liter/Detik
	6.339
	6.985
	7.185

	b.
	Kapasitas Efektif
	Liter/Detik
	5.995
	6.420
	6.445

	c.
	Efektivitas 
	%
	94,57
	91,91
	89,70


Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.3. Jumlah Sumber Air yang Digunakan               

di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2016 (m³)

	No.
	Sumber Air
	Tahun 

	
	
	2014
	2015
	2016

	1.
	Sungai
	7
	7
	7

	2.
	Danau
	2
	2
	2

	3.
	Waduk
	3
	3
	3

	4
	Artesis
	2
	2
	2


Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018
Tabel 2.4.  Volume dan Nilai Air Bersih yang Disalurkan menurut Jenis Pelanggan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016

	No.
	Pelanggan
	Air Brsih Yang Disalurkan

	
	
	Volume (ribu m3)
	Nilai (juta Rp.)

	1.
	Kelompok Sosial
	2.654
	9.757,87

	2.
	Non Niaga
	134.233
	573.455,85

	3.
	Niaga
	7.610
	57.866,88

	4.
	Industri 
	7.690
	8.153,26

	6.
	Kelompok Khusus
	984
	10.568,41

	8.
	Susut/Hilang
	
	

	
	Jumlah Tahun 2016
	152.473
	659.192,26

	
	2015
	174.585
	580.592,31

	
	2014
	126.705
	616.376,15

	
	2013
	122.335
	581.502,38


Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018
2.1.7.
Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Selama periode 2013 – 2015, penyediaan listrik oleh PT. PLN di Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat berdasarkan daya terpasang dan produksi listrik yang tersebar di kab/kota. 
Tabel 2.5.  Daya Terpasang dan Distribusi Listrik

di Provinsi Kalimantan Timur  2015

	No.
	Kab/Kota
	Daya Terpasang (MW)
	Produksi Listrik (MWh)

	1
	Sektor Mahakam
	157
	1.894.608

	2
	Sektor Balikpapan
	158
	882.307

	3
	Samarnda 
	31
	89.833

	4
	Balikpapan 
	4
	9.359

	5
	Berau 
	93
	335.718

	6
	Bontang 
	29
	114.370

	
	Kalimantan Timur 2015
	912
	3.326.195

	
	2014
	734,76
	3.077.657

	
	2013
	618
	2.714.707


Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018 (BPS Kaltim)
Secara keseluruhan, selama periode 2013 – 2015 jumlah energi listrik yang tersedia di Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat namun masih jauh dari kebutuhan. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan listrik PLN menurut kab/kota sebesar 431,52 ribu jiwa, meningkat menjadi 682,07 ribu jiwa pada tahun 2015.

Upaya mencukupi suplai dan menjamin tegangan yang dapat diandalkan di era global yang akan datang, maka perlu diupayakan peningkatan daya listrik melalui penambahan dan diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru. Diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru, untuk wilayah Kalimantan Timur dimungkinkan melalui pembangunan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik.
2.1.8. 
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi merupakan upaya kunci yang harus dilaksanakan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja perekonomian daerah dapat dinilai dengan melihat beberapa indikator utama antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan arus modal. Dilihat dari ketiga indikator tersebut, kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2016 , namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah tersebut merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. Meskipun LPE meningkat 1,25 poin pada tahun 2013, namun tren tersebut kemudian menurun signifikan hingga berada pada angka -1,21 pada tahun 2015. Akan tetapi, capaian pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 83 poin dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih berada pada capaian minus yaitu -0,38.
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Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Semua Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2013-2016
Sumber : BPS Kaltim diolah Bappeda Prov. Kaltim 

2.1.9. 
Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.

Kondisi objektif infrastruktur sektor perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih terbatas dan belum memenuhi standar keselamatan, baik pada moda angkutan jalan, angkutan laut dan angkutan udara. Keterbatasan berbagai sarana dan prasarana transportasi tersebut berdampak intensitas tingkat pelayanan yang rendah.

Terkait dengan angkutan udara, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 17 pelabuhan udara yang berada di beberapa kab/kota dengan satu bandara bertaraf internasional berada di Kota Balikpapan, sementara lainnya bersifat perintis dan terus akan dikembangkan.
Provinsi Kalimantan Timur memiliki 16 pelabuhan umum,  terdiri dari 1 pelabuhan utama 11 pelabuhan pengumpul, 1 pelabuhan pengumpan regional, 1 pelabuhan pengumpan lokal dan 1 pelabuhan pengumpan.

Tabel 2.6.  Jumlah dan Lokasi Bandar Udara 

Provinsi Kalimantan Timur  Tahun 2017

	No.
	Nama Bandar Udara
	Lokasi (Kab/Kota)
	Hirarki Peran & Fungsi Exsisting (Tatanan Kebandar Udaraan Nasional) 
	Arah Pengembangan RTWRP 2016-2036

	
	
	
	
	Hirarki Peran & Fungsi
	Lokasi Bandar Udara

	1
	Sultan Aji M.Sulaiman
	Balikpapan 
	Pengumpul skala primer
	Tetap 
	Sepinggan  

	2
	APT Pranoto
	Samarinda 
	Pengumpul skala skunder
	Pengumpul skala skunder
	Sei Siring

	3
	Temindung 
	Samarinda 
	Pengumpul skala skunder
	Relokasi ke APT Pranoto
	Sei Siring

	4
	Kalimarau
	Berau 
	Pengumpul skala tersier
	Pengumpul skala skunder
	Kalimarau 

	5
	Bontang 
	Bontang 
	Pengumpul skala tersier
	Tetap
	Bontang 

	6
	Kota Bangun
	Kutai Kertanegara
	Pengumpan 
	Tetap
	Kota Bangun

	7
	Datah Dawai 
	Mahakam Hulu
	Pengumpan
	Tetap
	Long Pahangai

	8
	Paser
	Paser 
	Pengumpan
	Tetap
	Tana Paser

	9
	Melak 
	Kutai Barat
	Pengumpan
	Tetap
	Barong Tongkok

	10
	Maratua 
	Berau 
	-
	Pengumpan
	Maratua 

	11
	Miau Baru
	Kutai Timur
	-
	Pengumpan
	Muara Wahau

	12
	Long Apari
	Mahakam Hulu
	-
	Pengumpan
	Long Apari

	13
	Kembang Janggut
	Kutai Kertanegara
	-
	Pengumpan
	Kembang Janggut

	14
	Sangkimah 
	Kutai Timur
	-
	Pengumpul 
	Sangkimah 

	15
	Maloy 
	Kutai Timur
	-
	Pengumpan
	Maloy 

	16
	Loa Kulu
	Kutai Kertanegara
	-
	Pengumpan
	Loa Kulu

	17
	Long Bagun
	Mahakam Hulu
	-
	Pengumpan
	Long Bagun


Sumber : Dinas Perhubungan Kaltim 

Tabel 2.7.  Jumlah dan Lokasi Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur  Tahun 2017
	No.
	Nama Pelabuhan
	Lokasi
	Hirarki Peran & Fungsi (Tatanan Kepelabuhan Nasional)
	Arah Pengembangan RTWRP 2016-2036

	
	
	
	
	Hirarki Peran & Fungsi
	Lokasi Dermaga

	1
	Semayang 
	Balikpapan 
	Utama 
	Tetap 
	Semayang 

	2
	Samarinda 
	Samarinda 
	Pengumpul 
	Tetap
	Relokasi ke Palaran

	3
	Kampung Baru
	Balikpapan 
	Pengumpul
	Tetap
	Kampung Baru

	4
	Tanjung Laut
	Bontang 
	Pengumpul
	Tetap
	Tanjung Laut

	5
	Tanjung Santan
	Kutai Kertanegara
	Pengumpul
	Tetap
	Marangkayu

	6
	Kuala Samboja
	Kutai Kertanegara
	Pengumpul
	Tetap
	Kuala Samboja

	7
	Sangatta 
	Kutai Timur
	Pengumpul
	Tetap
	Kenyamukan 

	8
	Pondong 
	Paser 
	Pengumpul
	Tetap
	Pondong 

	9
	Penajam Paser
	Penajam Paser Utara
	Pengumpul
	Tetap
	Paser

	10
	Teluk Adang
	Paser 
	Pengumpul
	Tetap
	Teluk Adang

	11
	Lhok Tuan
	Bontang 
	Pengumpul
	Tetap
	Lhok Tuan

	12
	Tanjung Redeb
	Berau 
	Pengumpul
	Tetap
	Relokasi ke Mantaritip

	13
	Sangkulirang 
	Kutai Timur
	Pengumpan Regional
	Tetap
	Sangkulirang 

	14
	Talisayan 
	Berau 
	Pengumpan Lokal
	Tetap
	Talisayan

	15
	Maloy 
	Kutai Timur
	-
	Pengumpul 
	Teluk Golok

	16
	Tanjung Batu
	Berau 
	Pengumpan 
	-
	


Sumber : Dinas Perhubungan Kaltim
2.1.10. 
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Selama periode 2013-2017, angka indeks gini berkisar antara 0,37 – 0,33 dengan trend berfluktuasi menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur bergerak dari kategori relatif merata tahun 2016-2017 dan sedang dari tahun 2013-2015.
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Gambar 2.10. Indeks Gini Pemerataan Pendapatan 

di Kalimantan  Timur Tahun 2013-2017
Sumber : BPS Kaltim diolah Bappeda Prov. Kaltim 
Pencapaian indeks gini Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar 0,33 lebih tinggi dibandingkan indeks gini Indonesia (0,32) meski berada dalam kelompok yang sama yaitu ketidakmerataan sedang.

2.1.11. 
Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan diantara melaksanakan program pengembangan perumahan dengan cara membangun Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1.547 unit. 

Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2017, panjang jalan 14.599,39 km, dengan rincian panjang jalan negara 1.710,91 km, panjang jalan provinsi 883,68 km dan panjang jalan kabupaten/kota 12.004,80 km. Jalan dalam kondisi baik sepanjang 426,16 km (48,23%), jalan dalam kondisi sedang sepanjang 29,85 km (3,38), dan 51,61 persen lainnya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Panjang jalan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tebel di bawah ini:
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Gambar 2.11.  Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Ynag Berwenang Mengelolanya di Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2017
Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018 (BPS Kaltim)

Tabel 2.8.  Pembangunan Rumah Layak Huni 

di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

	No.
	Kab/Kota
	Tahun
	Total Kab/Kota

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	1
	Samarinda 
	76
	40
	40
	15
	62
	223

	2
	Balikpapan 
	76
	40
	40
	15
	-
	171

	3
	Bontang 
	63
	40
	40
	15
	-
	158

	4
	Kubar
	86
	40
	40
	15
	-
	181

	5
	Kukar 
	73
	40
	40
	15
	-
	168

	6
	Kutim 
	66
	40
	40
	15
	-
	161

	7
	Berau 
	60
	30
	30
	15
	-
	135

	8
	PPU
	60
	40
	40
	15
	-
	155

	9
	Mahakan Ulu
	-
	-
	15
	15
	-
	30

	10
	Paser
	60
	40
	40
	15
	
	155

	Total/Tahun
	534
	310
	310
	120
	62
	1.547


Sumber : Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim Bidang Perumahan & Permukiman, 2017
2.1.12. 
Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Propinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada tahun 2017 melalui peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER) pada 223 perusahaan dan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3. Jumlah tersebut terdiri dari 12 perusahaan yang menerima bendera hitam, 25 perusahaan dan industri jasa menerima bendera merah, 107 perusahaan menerima bendera biru, 27 perusahaan menerima bendera hijau dan 13 perusahaan menerima bendera emas. Selain itu, program peningkatan disiplin aparatur juga terus dilakukan melalui sosialisasi Program 3R di 10 kab/kota. Program penyehatan lingkungan permukiman dilaksanakan dengan membangun TPA Regional serta program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui pengawasan dan pembinaan pelaku usaha tambang mineral logam, bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya untuk mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengelolaan sampah. Total timbunan sampah yang terangkut dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) per hari tahun 2015 berjumlah sekitar 5.468,45 M3 atau (66,43%), pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur 10%, dikompos dan didaur ulang 7%, dibakar 5%, dan sisanya tidak terkelola 7%. 
Tabel 2.9.  Produksi dan Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

	No.
	Kab/Kota
	Perkiraan Produksi Sampah per Hari
	Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari
	Persentase Sampah Terangkut Per Hari (%)

	1
	Paser 
	426,98
	116,77
	27,35

	2
	Kutai Barat
	70,00
	52,50
	75,00

	3
	Kutai Kartanegara
	174,50
	157,01
	89,98

	4
	Kutai Timur
	844,20
	650,00
	77,00

	5
	Berau
	112,00
	106,00
	94,64

	6
	Penajam Paser Utara
	450,00
	108,50
	24,11

	7
	Balikpapan
	2.187,23
	1.749,78
	80,00

	8
	Samarinda
	3.565,35
	2.205,52
	61,86

	9
	Bontang
	401,10
	322,37
	80,37

	10
	Mahakam Hulu
	-
	-
	-

	JUMLAH    2015

2014

2013
	8.231,36

3.676,52

3.676,41
	5.468,45

1.325,01

3.667,78
	66,43

36,04

64,61


Sumber :  (BPS Kaltim) 2016
2.1.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan setiap tahun dan katagori/level tergantung dari kualitas 3 (tiga) komponen dalam IKLH. Kecendrungan dan pola perubahan IKLH Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Perubahan IKLH Provinsi Kalimantan Timur dalam Periode 2013-2016

	Indeks  
	2013
	2014
	2015
	2016

	Indeks Kualitas Udara
	84,79
	83,96
	96,20
	80,20

	Indeks Kualitas Air
	48,67
	54,80
	77,90
	79,77

	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	82,92
	80,93
	81,15
	72,14

	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	73,21
	74,00
	72,30
	76,85
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Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2013-2017)
2.1.14. 
Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Potensi perikanan tangkap Provinsi Kalimantan Timur yang dimanfaatkan setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah rumah tangga menjadi nelayan, pada tahun 2017 sebesar 90.076 terbagi menjadi perikanan laut sebanyak 44.547 dan perikanan darat 45.529.   

Selanjutnya dari produksi perikanan menurut sektor masih didominasi oleh perikanan laut pada tahun 2017 sebesar 113.975,51 Ton dan terkecil sektor perikanan darat berasal dari perikanan sawah hanya sebesar 3,70 Ton.

Perairan pesisr dan laut Provinsi Kalimantan Timur yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi.

Produksi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel ......

Tabel 2.11. Perkembangan Produksi Tahun 2013-2017 (ton)

	No
	Kab/Kota
	Perikanan Laut
	Perikanan Darat

	
	
	
	Perairan Umum
	Tambak
	Kolam
	Keramba
	Sawah
	Budidaya

	1
	Paser 
	10.825,40
	112,30
	12.476,50
	157,20
	6,70
	-
	400,00

	2
	Kutai Barat
	-
	1.209,70
	-
	172,30
	835,10
	-
	-

	3
	Kutai Kartanegara
	38.535,90
	33.851,30
	41.908,80
	1.487,00
	42.229,00
	3,70
	628,70

	4
	Kutai Timur
	4.928,44
	954,67
	529,36
	843,55
	36,48
	-
	1.431,71

	5
	Berau
	16.954,20
	1.262,30
	1.647,50
	337,90
	22,04
	-
	192,78

	6
	Penajam Paser Utara
	5.981,20
	-
	3.683,57
	214,32
	6,23
	-
	37,00

	7
	Balikpapan
	3.831,08
	-
	107,95
	299,91
	-
	-
	15,84

	8
	Samarinda
	12,15
	6.601,00
	-
	784,00
	142,00
	-
	-

	9
	Bontang
	20.773,59
	-
	14,50
	33,30
	17,20
	-
	6.325,60

	10
	Mahakam Hulu
	-
	132,00
	-
	34,40
	-
	-
	-

	         2017

2016

Total          2015

2014

2013
	113.975,51

101.718,20

104.622,30

96.850,50

94.679,00
	44.123,17

41.462,30

40.557,90

96.850,50

94.679,00
	60.368,18

55.578,90

38.165,50

96.850,50

94.679,00
	55.490,10

2.859,90

2.694,20

96.850,50

94.679,00
	43.294,75

35.503,10

32.784,10

96.850,50

94.679,00
	3,70

1,50

429,40

11,70

11,00
	9.031,63

5.521,60

20.492,40

168,80

230,10


Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

2.1.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Menurut SK Nomor 178/Menhut-II/2014 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, luas hutan di Provinsi Kaltim terdiri dari hutan lindung sekitar 1.792.031 hektar, hutan suaka alam dan wisata 437.879 hektar, hutan produksi terbatas 2.881.569 hektare, dan hutan produksi tetap 3.024.567 hektar, sehingga total luas kawasan hutan di Kalimantan Timur mencapai 8.562.287 hektar.

Sedangkan kondisi deforestrasi dan degradasi lahan hutan di Kaltim diindikasikan oleh sebaran luasan lahan kritis yang relatif luas. Berdasarkan ilustrasi data dan informasi yang diolah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, luasan lahan kritis di Kaltim mencapai sekitar 7.759.369 hektar.
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Gambar 2.12.  Luas Hutan Menurut Tata Guna Kesepakatan

Provinsi Kalimantan Timur (juta ha) Tahun 2013-2016
Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

Untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai hutan yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan program reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan dengan menanam  pohon untuk yang terbagi dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.12. Jumlah Pohon Direboisasi dan Direhabilitasi Diwilayah Hutan Kalimantan Timur 2013-2016
	Kegiatan 
	TAHUN

	
	2013
	2014
	2015
	2016

	Penanaman dan Perkayaan
	2.149.951
	30.711.171
	101.884
	2.837.170

	Hutan Tanaman Industri
	27.826.060
	36.068.559
	43.121.995
	40.430.811

	Reboisasi 
	10.543.937
	24.265.715
	11.307.444
	17.595.114

	Penghijauan 
	61.250
	608.800
	1.210.760
	4.400

	Jumlah
	40.581.198
	91.654.245
	55.742.083
	60.869.495


Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS
2.1.16. 
Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 perkara pidana   tercatat 9.210 perkara biasa dan 5.548 merupakan kasus kriminal. Jumlah Perkara yang masuk ke Kejaksaan Tinggi  Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 tercatat 2.172  yang terdiri dari 111 sisa perkara tahun 2016 dan 2.052 perkara baru yang masuk pada tahun 2017.

Kasus kejahatan yang dilaporkan kepada jajaran Polisi Daerah Kalimantan Timur dari seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2016 tercatat sebanyak 5.546 kasus yang dilaporkan, 348 diantaranya dapat diselesaikan. Jenis kriminalitas berupa tindak pidana perkosaan sebanyak 56 kasus, kejahatan terhadap jiwa/pembunuhan sebanyak 33 kasus, penganiayaan berat sebanyak 821 kasus, narkoba sebanyak 2.438 kasus, pencurian sebanyak 1.821 kasus, dan penipuan sebanyak 370 kasus.
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Gambar 2.13.  Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Provinsi Kalimantan Timur  Tahun 2013-2016

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS
Setiap pelaku tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya dengan memperhatikan hak-hak tahanan yang tidak boleh melebihi masa penahanan. Dalam prakteknya di Provinsi Kalimantan Timur, belum ada laporan yang berarti mengenai pelanggaran hal tersebut di berbagai instansi penegak hukum. Adapun jumlah rumah tahanan maupun penjara di Provinsi Kalimantan Timur berdasar data BPS Tahun 2016, sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini.

Tabel 2.13  Jumlah Tahanan Menurut Jenis Kelamin Pada Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
	Katagori
	Laki-laki
	Perempuan

	Dewasa
	15.117
	1.140

	Anak-anak
	42
	0


Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS
Tabel  2.14 Kapasitas Lembaga Pemsyarakatan/Rutan, Jumlah Tahan Menurut Lapas dan Jenis Kelamin di 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
	No.
	Lapas/Rutan
	Kapasitas (orang) 
	Narapidana (orang)
	Tahanan (orang)

	
	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	Laki-laki
	Perempuan

	1
	Lapas Samarinda
	217
	824
	66
	7
	-

	2
	Lapas Narkotika
	352
	1.193
	156
	-
	-

	3
	Lapas Balikpapan
	235
	853
	-
	8
	-

	4
	Lapas Tenggarong
	350
	1.041
	74
	228
	13

	5
	Lapas Bontang
	376
	796
	52
	46
	6

	6
	Rutan Samarinda
	442
	428
	35
	926
	65

	7
	Rutan Balikpapan
	186
	230
	54
	590
	55

	8
	Rutan Tanah Grogot
	160
	222
	5
	259
	10

	9
	Rutan Tj. Redeb
	195
	531
	56
	161
	11

	Total      2017

2016

2015

2014

2013
	2.513

2.513

2.683

2.420

3.168
	6.118

4.408

3.584

3.181

3.427
	498

364

254

244

252
	2.225

2.467

1.788

1.332

1.370
	160

160

128

75

112


Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 sebanyak 11.556 orang dn tenaga honor sebanyak 4.777 orang.

Tabel 2.15. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tetinggi yang Ditamatkan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kalimantan Timur Tahun 2017
	Pendidikan Terakhir
	Jenis Kelamin

	
	Laki-laki
	Perempuan 

	Sampai dg SD
	139
	31

	SMP/sederajat
	204
	53

	SMA/sederajat
	1.697
	783

	Diploma I
	23
	20

	Diploma II
	20
	16

	Diploma III
	423
	663

	Diploma IV
	191
	161

	S1
	2.970
	3.038

	S2
	699
	421

	S3
	12
	2

	Jumlah 
	6.378
	5.188


Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS
Dari sekian banyak pegawai negeri di Kalimantan Timur terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 136 orang, pegawai II sebanyak 2.005 orang, pegawai golongan III sebanyak 6.691 orang dan pegawai golongan IV sebanyak 2.634 orang.

Sementara jumlah pegawai menurut eselon yaitu eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 54 orang, eselon III sebanyak 239 orang, eselon IV sebanyak 712 orang dan non eselon sebanyak 10.560 orang.

2.1.17.
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013-2017 sangat berfluktuasi, terutama peningkatan PAD terbesar pada tahun 13% atau terjadi peningkatan sebesar Rp.77.785 juta, sedangkan pada tahun selanjutnya mengalmi pertumbuhan yang negatif. Selanjutnya perimbangan sejak tahun 2013-2016 mengalami palambatan pertumbuhan sementara yang mengalami pertumbuhan positif hanya pada tahu 2017 sebesar 5,55%. untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2015 mengali pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 31,72% seperti terlihat pada gambar berikut :
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Gambar 2.14.  Perkembangan PAD dan Realisasi  

Provinsi Kalimantan Timur  Tahun 2013-2017
Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 diolah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018 

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. Perkembangan jumlah investor di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan hasil dari adanya kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat, di mana selama periode 2013–2017 cenderung berfluktuatif baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.16 Pada tahun 2013 jumlah proyek berasal dari investor PMDN sebanyak 103 proyek meningkat menjadi 357 proyek pada tahun 2017 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 49,32% per tahun. Nilai investasi PMDN Rp. 18.441,38 Milyar, pada tahun 2013 menjadi Rp.10.980,22 milyar tahun 2017. bila dilihat dari perkembangan jumlah proyek investor yang masuk di Provinsi Kalimantan Timur selalu meningkat setiap tahun berbanding terbalik terhadap nilai investasinya yang cenderung menurun, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah investasi PMDN di Kalimantan Timur sangat berfluktuasi. Perkembangan investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16. Jumlah Investor PMDN dan PMA 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017
	Uraian 
	Perlembangan 

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	PMDN - proyek (unit)
	103
	60
	143
	243
	357

	Nilai (Rp. Milyar)
	18.411,38
	12.983,05
	9.611,31
	6.885,12
	10.980,22

	Penyerapan TK
	53.482
	4.828
	5.936
	33.249
	9.236

	PMA - proyek (unit)
	351
	297
	420
	471
	566

	Nilai (US$. juta)
	1.385,41
	2.145,67
	2.381,44
	1.181,86
	1.285,22

	Penyerapan TK
	561
	110
	442
	350
	153


Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 diolah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018 

Demikian pula dengan jumlah investasi PMA di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 sebanyak 351 proyek dan meningkat menjadi 566 proyek pada tahun 2017 atau naik 12,25%/tahun. Sedangkan nilai investasi PMA pada tahun 2013 sebanyak 1.385,41 juta dolar AS dan menurun menjadi 1.285,22 juta dolar AS pada tahun 2017 atau rata-rata tumbuh per tahuan -1,45%/tahun atau mengalami pertumbuhan yang negatif. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa skala investasi PMA mengalami sedikit penurunan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai proyek lebih rendah dari pertumbuhan jumlah proyek. 

2.2.
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.2.1.
Permasalahan dan Tantangan Pilar Sosial

Permasalahan kemiskinan adalah: (1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) saat terdapat 26 jenis di Kalimantan Timur; (2) Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi ketimpangan angka kemiskinan; (3) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; dan (4) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti optimalisasi penerimaan dan pemanfaatan dana umat dalam peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan RT miskin.

Permasalahan dalam penanganan kelaparan, ketahanan pangan dan produksi pertanian berkelanjutan adalah: (1) Tingginya penurunan rasio produksi pangan terhadap kebutuhan selama periode tahun 2013-2017, seperti beras turun sebesar 4,47% per tahun. Penurunan rasio produksi ini terutama disebabkan oleh laju peningkatan luas panen pada komoditas tidak sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk; (2) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) Tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah; (4) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas; dan (5) Masih rendahnya ketahanan pangan rumahtangga di wilayah rawan pangan.

Permasalahan pangan untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: (1) Tingginya laju penurunan luas panen; (2) Lambatnya perkembangan teknologi pada komoditas padi dan palawija tercermin dari rendahnya produktivitas komoditas tersebut; Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;(4) Tingginya ketergantungan komoditas pangan dan palawija pada daerah lain; (5) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; (6) Rusaknya infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi didaerah sentra produksi; (7) Tingginya konversi lahan pertanian ke sektor lainnya; (8) Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen; (9) Terbatasnya rumah potong hewan (RPH) modern yang berstandar SNI.
Permasalahan pangan pada subsektor perikanan adalah: (1) Rendahnya produktivitas perikanan dari wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki periaran laut dan umum; (2) Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum; (3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; (3) Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi terutama pada perikanan jenis tambak; (4) tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan; (5) Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah; dan (6) Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur.

Permasalahan pangan sektor industri pengolahan pangan adalah: (1) Rendahnya kapasitas industri pengolahan akibat terbatasnya industri pendukung produksi dan operasional (2) Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan; (3) Rendahnya nilai tambah produk industri; (4). Kurangnya jenis industri pengolahan yang berkembang di Kalimantan Timur; (5) Jumlah dan kualitas SDM industri pengolahan yang masih rendah; (6) Inovasi produk masih rendah terutama pada produk akhir; (7) Penguasaan teknologi dalam industri pendukung produksi dan operasional yang masih rendah; dan (8) Ketergantungan bahan pendukung produksi dalam industri pengolahan; (9) infrastruktur dasar pendukung industri pengolahan yang belum memadai dalam percepatan pembangunan industri pengolahan dan industri pendukungnya baik porduksi dan operasional; (10) belum beroperasinya kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri; (10) Rendah kontribusi industri kecil dan menengah akibat pembinaan dan pengembangan usaha yang terbatas; (11) Rendahnya kualitas SDM IKM dalam perencaanaan dan pengembangan usaha; (12) belum adanya target pengembangan yang jelas untuk peningkatan skala usaha IKM.

Permasalahan bidang kesehatan adalah: (1) Masih timpangnya angka harapan hidup (AHH) antara wilayah, dimana pada tahun 2016 terdapat 7 kabupaten  yang AHH yang lebih rendah dari rata-rata AHH provinsi Kalimantan Timur sebesar 73,68 tahun, dan AHH terendah terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu 70,80 tahun. Rendahnya AHH tersebut akibat aksesibilitas pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama bagi kelompok penduduk miskin, dimana Kabupaten PPU memiliki tingkat kemiskinan kategori di Kalimantan Timur sebesar 7,63%, hal ini menunjukan adanya korelasi antara tingkat kemiskinan dengan pelayanan akses kesehatan yang masih rendah sehingga berakibat pada rendah AHH tersebut;(2) Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk; (3) Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat; (4) Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi promotif dan preventif masih rendah; (6) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat belum optimal.

Permasalahan bidang pendidikan di provinsi Kalimantan Timur adalah masih terdapat 0,51% penduduk yang berumur 7-12 tahun (SD) yang belum dan atau tidak berskolah, penduduk umur 13-15 tahun (SMP) 0,68% yang belum dan atau tidak bersekolah, penduduk umur 16-18 tahun (SMA) 0,28% belum dan atau tidak bersekolah. Sehingga kondisi ini menyebabkan APM SD/MI yang masih kurang dari 100% dan hanya 97,13%. Sementara APM-SMP/MTs baru mencapai 79,20% dan APM-SMA/MA sebesar 67,92%. Rata-rata lama sekolah, dimana pada tahun 2017 sudah mencapai 9,36 tahun. Beberapa kabupaten dengan rata-rata lama sekolah belum mencapai rata-rata 9 tahun adalah di Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Hulu. Sementara Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang sudah melampaui target rata-rata lama sekolah. 

Permasalahan kesetaraan gender adalah: Rendahnya partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan, serta masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi dan profesional.

2.2.2.
Permasalahan dan Tantangan Pilar Ekonomi

Di dalam menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua permasalahan utama adalah: (1) Belum optimalnya cakupan pelayanan energi listrik; (2) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan; (3) Belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral serta pendayangunaannya.

Di dalam mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua, permasalahan utamanya adalah (1) rendahnya nilai tambah produksi sektor pertanian; (2) belum berkembangnya industri pengolahan;(3) rendahnya serapan tenaga kerja dari sektor perekonomian non-tradable; (4) terjadinya peningkatan angka kemiskinan; (5) kualitas tenaga kerja masih rendah. (6) belum sinkronnya penyediaan tenaga kerja oleh lembaga pendidkan dengan dunia usaha; (7) daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (8) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk; (9) meningkatnya angka pengangguran terbuka, (10) terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

Di dalam membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau, meskipun Kalimantan Timur; (4) rendahnya kapasitas industri pengolahan akibat terbatasnya industri pendukung produksi dan operasional; (5) masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan; (6) rendahnya nilai tambah produk industri; (7). kurang jenis industri pengolahan yang berkembang; (8) Inovasi produk masih rendah terutama pada produk akhir; (9) Ketergantungan bahan pendukung produksi dalam industri pengolahan; (10) infrastruktur dasar pendukung industri pengolahan yang belum memadai dalam percepatan pembangunan industri pengolahan dan industri pendukungnya baik porduksi dan operasional; (11) belum beroperasinya kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri; (12) rendah kontribusi industri kecil dan menengah akibat pembinaan dan pengembangan usaha yang terbatas; (13) belum adanya target pengembangan yang jelas untuk peningkatan skala usaha IKM; (14) bencana kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman (15) tingginya emisi gas rumah kaca dan rendahnya pemahaman tentang perubahan iklim; (16) rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (17) Belum dimanfaatkanya sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya.

Di dalam mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara, permasalahan utamanya adalah: (1) tingginya ketimpangan kesejahteraan antara petani sawit dengan sektor pertanian lainnya, (2) tingginya ketimpangan produktivitas antar wilayah; sehingga berakibat kontribusi antara wilayah terhadap PDRB tanpa migas yang tidak merata; (3) tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan.

Dalam kerjasama publikasi ini masih terdapat beberapa masalah terkait dengan data yang disajikan antara data provinsi Kalimantan Timur dengan data Kabupaten Kota. Apabila dijumlahkan atau dikompilasi antara data Kabupaten Kota tidak sama jumlahnya dengan data provinsi. Hal ini dapat disebabkan karena data provinsi lebih dahulu dipublikasikan sehingga data kabupaten kota yang termasuk dalam data provinsi belum sepenuhnya merupakan akumulasi data akhir tahun. Sementara data kabupaten kota sudah merupakan data akhir tahun. Maka ketika dijumlahkan antara data kabupaten kota se Kalimantan Timur lebih besar nilainya dibandingkan data Kalimantan Timur dalam Angka yang dipublikasikan. Sisi lain format penyusunan data antara kabupaten Kota tidak seragam.

2.2.3.
Permasalahan dan Tantangan Pilar Lingkungan

Secara umum permasalahan lingkungan di Propinsi Kalimantan Timur sebagai berikut: 

 
Daerah Aliran Sungai Mahakam merupakan salah satu kawasan di Kalimantan Timur yang memiliki luas 8,2 juta hektar atau sekitar 41% dari luas wilayah Provinsi Kaltim  terdapat 27 Sub DAS di DAS Mahakam.

 Permasalahan pengelolaan ekosistem DAS dimaksud telah menjadi perhatian serius semua pihak. Pada satu dekade terakhir ini, terjadi penurunan kondisi hidrologi beberapa DAS di Kaltim akibat adanya degradasi lingkungan seperti tingginya tingkat kerusakan hutan dan lahan. Namun demikian pemecahannya sering bersifat sektoral dan lokal tanpa memandang DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem dari hulu hingga hilir.
 
Semakin seriusnya degradasi hutan dan lahan di Provinsi Kaltim, maka konservasi dan rehabilitasi kawasan tersebut harus segera dilakukan secara integral dengan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya air baik yang ada di danau maupun air di DAS secara keseluruhan.
 Upaya pengelolaan DAS yang berkelanjutan perlu dilakukan secara terpadu berdasarkan prinsip kelestarian sumberdaya yang menyiratkan keterpaduan antara prinsip produktifitas dan konservasi sumberdaya. Untuk memperoleh pengelolaan DAS yang optimal diperlukan persepsi dan komitmen dari berbagai pihak baik kalangan birokrat, teknokrat, pengusaha dan masyarakat. Keterpaduan dan harmonisasi program-program pada daerah hulu dan hilir DAS merupakan keharusan untuk dilakukan.
 Belum optimalnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, SKPD, lembaga terkait  maupun LSM pemerhati lingkungan  untuk menjaga ekosistem yang ada serta  menghindari terjadinya pencemaran di DAS Mahakam. Menyadari semakin parah kondisi sumberdaya hutan di daerah, tidak ada hal lain yang dapat diperbuat, kecuali dengan meningkatkan komitmen untuk melakukan usaha-usaha nyata di lapangan.
 Pelestarian hutan Kaltim turut mempengaruhi pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah. Saat ini, kerusakan hutan banyak diakibatkan oleh kebakaran hutan, illegal logging, perambahan, pengelolaan hutan yang tidak lestari dan pengelolaan hutan yang tidak mengindahkan azas konservasi, sehingga tentunya sangat berdampak pada daerah aliran sungai.
Tantangannya adalah potensi wilayah pesisir dan laut cukup besar tetapi belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dalam mengembangkan perekonomian wilayah terutama potensi perikanan, wisata, pertambangan, perhubungan dan jasa lingkungan.

2.2.4.
Permasalahan dan Tantangan Hukum dan Tata Kelola

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar 16 terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu dicermati sebagai berikut:

Masih tingginya gangguan ketertiban dan keamaan, dimana pada tahun 2016 terdapat 5.548 kasus dengan tujuh jenis kasus yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum misalnya terkait dengan narkoba terdapat 2.438 kasus atau 43,94% dari tujuh kasus yang ada dan merupakan kasus terbanyak, yang dikuti oleh kasus lainnya. Permasalahan utamanya adalah: (1) Kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba masih rendah; (2) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Terkait penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, permasalahan utamanya adalah: (1) Masih rendahnya partisipasi perempuan pada pembangunan kualitas manusia (2) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi dan profesional.

Terkait penyelenggaraan urusan adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, permasalahan utamanya adalah: (1) Tingginya laju rata-rata pertumbuhan penduduk akibat adanya migrasi dan kelahiran penduduk. (2) Administrasi penduduk yang belum optimal melalui e-KTP dan susahnya mengakses data kependudukan, sehingga sulit melakukan estimasi yang akurat terhadap kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan rumah tangga lainnya; dan (3) Belum terigrasinya data kependudukan dengan data kemiskinan; (4) Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal terutama terkait dengan migrasi.

Terkait dengan penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan kelembagaan yang akuntabel, permasalahan utamanya adalah: (1) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan (2) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan optimal; (3). Sebagian besar sistem informasi (website) yang terdapat pada PD belum memuat data perkembangan kinerja  sesuai dengan tupoksi PD tersebut, sehingga data terkait perkembangan kinerja pembangunan daerah sulit didapatkan dan berakibat pada lambatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; (4) Belum dimanfaatkanya sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya; (5). Belum ada data terkait dengan PD yang sudah melakukan pelayanan administrasi secara online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan adminstrasi bagi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan urusan keuangan, permasalahan utamanya adalah: (1) Sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah belum dioptimalkan karena data potensi usaha yang menjadi objek pajak dan retribusi belum terdata dengan baik; (2) Tingginya ketergantungan daerah terhadap pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) belum adanya insentif daerah terkait dengan pemberian dana bagi daerah yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional; (4) belum optimalnya Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal) oleh daerah atau lembaga yang mendapatkan dana tersebut; (5) Rendahnya kemampuan daerah dalam mensinkronkan rencana pembangunan yang dapat menjadi potensi penerimaan daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta diklat, permasalahan utamanya adalah; (1) Masih terdapat 38,25% pegawai berpendidikan S1 kebawah; (2). Dari 36 indikator pendidikan dan pelatihan hanya terdapat satu indikator terkait dengan pelatihan dalam bidang perencanan dasar tetapi belum terdapat pelatihan dalam perencanaan pembangunan yang advance. (3) Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan komptensinya sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) Pelayanan yang prima dan handal kepada masyarakat pemerintah belum berjalan secara baik dan optimal.

Dalam penyelenggaraan urusan lainnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, kemananan, HAM dan pelayanan publik, permasalahan utamanya adalah: (1) Penanganan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan dan stabilitas pertahanan serta keamanan masih belum optimal; (2) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; (3) Penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM); (4) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance;(5) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; (6) Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan; (7) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; (8) Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas; (9) Belum tuntasnya batas administrasi daerah; (10) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat; (11) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran.

Terkait dengan penyelenggaraan urusanan keamanan masyarakat, perlu dipertimbangkan keberadaan kota-kota dan wilayah strategis Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur dan harus disikapi secara bijak dan hati-hati dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kalimantan Timur baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
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				SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA

		2013		18.53		16.80		16.70

		2014		20.54		16.90		15.37

		2015		19.22		17.39		19.42

		2016		24.16		20.10		22.68

		2017		25.08		22.15		23.32
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				Gini Rasio Kaltim		Gini Rasio Nasional		Series 3

		2013		0.37		0.324		2								426.98		116.77		27.35		27.35

		2014		0.36		0.336		2								70.00		52.5		45		75.00
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				Kriminalitas		Penyelesaian		Series 3

		2013		11,173		6,854		2				11,173		0.6134		6,854				61.34

		2014		9,918		6,722		2				9,918		0.6778		6,722				67.78

		2015		9,545		6,108		3				9,545		0.6399		6,108				63.99

		2016		9,210		6,337		5				9,210		0.6881		6,337				68.81
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				PAD (Pagu Rp.Triliun)		PAD (Realisasi)		Series 3

		2013		5,543.62		5,885.26		2

		2014		5,771.20		6,663.11		2

		2015		5,095.15		4,950.16		3

		2016		3,921.36		4,029.36		5

		2017		4,167.59		3,814.52
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				Hutan Lindung (Juta ha)		Hutan Suaka Alam dan Wisata		Hutan Produksi Terbatas		Hutan Produksi Tetap		Hutan Produksi Dapat Dikonversi

		2013		1.814		0.445		2.934		3.036		0.126

		2014		1.792		0.437		2.881		3.024		0.120

		2015		1.844		0.438		2.908		3.027		0.120

		2016		1.844		0.438		2.908		3.027		0.120
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				Jumlah Siswa Lk/Pr di SD/MI		Jumlah Siswa Lk/Pr di SMP/MTs		Jumlah Siswa Lk/Pr di SMA/SMK/MA

		2016		99.53		98.45		79.78

		2017		99.49		98.78		82.23

		Category 3		3.5		1.8		3
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				Posyandu		Series 2		Series 3

		2013		4,242		2.4		2

		2014		1,722		4.4		2

		2015		3,996		1.8		3

		2016		4,436		2.8		5

		2017		4,242
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				Dokter Umum		Dokter Gigi		Dokter Ahli Lainnya

		2013		1,007		390		569

		2014		908		269		359

		2015		1,113		320		581

		2016		1,035		292		628

		2017		1,107		302		820
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Perkembangan Inflasi terhadap Petumbuhan Garis Kemiskinan Kaltim 
Tahun 2016-2017
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				Maret		Juni		September		Desember		Pertumbuhan Garis Kemiskinan (%)

		2016		0.19		0.66		0.22		0.42		-0.02

		2017		1.19		0.69		0.13		0.71		0.03
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